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BANGGAI, MERCUSUAR- Inspektorat
Kabupaten Banggai, diminta mengaudit
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang mengelola dana fiktif. Jika terbukti
ada kerugian keuangan daerah di
dalamnya, segera diproses secara -hukum.

Desakan ini, dilontarkan
anggota DPRD Kabupaten
(Dekab) Banggai, Ibrahim
Darise, yang ditemui di gedung
Dekab Banggai, Rabu (4/7)
kemarin. Politisi asal Partai

Amanat Nasional (PAN} ini
mengatakan, pada saat rapat
Pansus pihaknya ngotot agar
semua SKPD memasukkan
daftar perencanaan anggaran
(DPA). Namun, keinginan Tim

Pansus Dekab Banggai itu tidak
begitu digubris. Buktinya hanya
sebagian kecil SKPD yang
memasukkan DPA.

Ibrahim Darise mengaku,
hanya mengantongi dua DPA
SKPD, yakni Dinas Kesehatan
(Dinkes) dan Badan Rumah
Sakit Umum Daerah {BRSUD).
Hasil kajian DPA pada dua SKPD
kata Sekretaris Fraksi PAN ini
terungkap, banyak pos angga-
ran yang double atau ganda dan
tumpang tindih. Sehingga pos
anggaran kegiatan itu dianggap
tidak rasional

Dia menggambarkan, seperti
program kegiatan yang pagu
anggarannya hanya berkisar
pada ratusan ribu hingga jutaan
ribu rupiah, namun di dalamnya
ada item anggaran transportasi
yang mencapal jutaan rupiah.
"Jelas saja ini tidak rasional dan
terindikasi ada penyelewengan
anggaran di dalamnya," kata
Ibrahim Darise.

Selain itu, pada DPA dua SKPD
itu juga ditemukan ada pos
anggaran yang nilanya berkisar
antara puluhan juta hingga
ratusan juta, realisasi- pada

SKPD Harus Diaudit

pertanggung jawaban APBD
2011 diklaim 100 persen, akan
tetapi di lapangan kegiatannya
nihil "Itu kami temukan pada
saat momentum reses pada
dapil 111" kata Ibrahim Darise.
Anggota Komisi B DPRD
Banggai ini yakin, jika semua
SKPD memasukan DPA pada
Tim Pansus legisktif, maka akan
ditemukan persoalan serupa.
Olehnya tekan mantan polisiini,
sudah seharusnya Inspektorat
Kabupaten melakukan audit
terhadap pengelolaan anggaran
yang diduga fiktif. sor










